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MOTTO

Bekerjalah bagaikan melakukan hal yang membuatmu menjadi kaya. Mencintailah
bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang

menonton.!

! Mark Twain
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RINGKASAN

Pekerja merupakan sumber penghasilan seseorang dalam memenuhi kebutuhan
hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga dan setiap orang berhak untuk hidup serta
mempertahankan kehidupannya sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28 (1) yang
artinya bahwa setiap manusia terutama warga negara Indonesia sejak lahir
mempunyai hak yang sama dalam hal untuk hidup dan mempertahankan
kehidupannya. Tenaga kerja mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai
pelaku dan tujuan pembangunan, sehingga hak atas pekerjaan bagi seseorang adalah
hak asasi yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Atas dasar prinsip konstitusional
tersebut maka pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat
pekerja dan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada skripsi ini penulis
mengangkat judul PERSPEKTIF HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH YANG
MELAKUKAN MOGOK KERJA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003, menurut penulis sudut pandang pekerja/buruh yang
melakukan mogok kerja yang merupakan sebagian dari hak-hak pekerja/buruh dan

tentu saja berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan menarik untuk dicermati.

Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengamati Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam kaitanya dengan pengaturan penyelesaian
perselisihan hubungan industial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004, termasuk pada mogok kerja tidak dapat respon pengusaha. Metode
penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif,.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan
normatif (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).
Kesimpulan dari skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004,
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karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini telah menimbulkan ketidakadilan
bagi buruh. Saran dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
Tentang Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial perlu ditinjau ulang karena
Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini dianggap
menghilangkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hubungan kerja
buruh/pekerja tersebut.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bekerja merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan
penghasilan agar dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Usaha untuk
mendapatkan penghasilan tersebut, seseorang pasti memerlukan orang lain dalam
hubungan saling bantu-membantu dan saling tukar menukar dalam memberikan
segala apa yang telah dimiliki dan menerima segala apa yang masih diperlukan dari
orang lain. Seseorang yang kurang memiliki modal atau penghasilan inilah yang akan
memerlukan pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan kepadanya, setidaknya
sebatas kemampuannya.*

Makna dan arti penting pekerjaan sebagal hak konstitusional warga negara
tercermin pada pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar Replubik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan bahwa. “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
kehidupan yang layak bagi kemanusiaan,” Hal ini berati menjadi tugas negara yg
dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau dan
mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan sesua yang diinginkannya dan setiap
orang yang bekerja dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak
bagi si pekerja sendiri maupun keluarganya.? Pekerja merupakan sumber penghasilan
seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga dan
setigp orang berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya sebagaimana
yang terdapat dalam pasal 28 (1) yang artinya bahwa setigp manusia terutama warga
negara Indonesia sgjak lahir mempunyai hak yang sama dalam hal untuk hidup dan
mempertahankan kehidupannya. Tenaga kerja mempunyal kedudukan yang sangat
penting sebagal pelaku dan tujuan pembangunan, sehingga hak atas pekerjaan bagi

Y_alu Husni 2003,Hukum Ketenagakerjaan Indonesia.PT. rajawali pers.him 33.
’Pasal 27 (2) Undang-Undang Dasar Replubik Indonesia tahun 1945
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seseorang adalah hak asasi yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.*Atas dasar
prinsip konstitusional tersebut maka pemerintah wajib memberikan perlindungan
kepada masyarakat pekerja dalam interaksi hubungan kerja. Berdasarkan konsepsi
tersebut maka pemerintah turut serta di dalamnya sehingga keterlibatan demikian
daam hubungan kerja dinamakan Hubungan Industrial diharapkan dengan
keterlibatan pemerintah semacam ini maka dengan sendirinya pemerintah ikut
mel akukan monitoring dan evaluasi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap
pekerja. Dalam setiap hubungan kerja hubungan perburuhan dan hubungan industrial
di negara manapun atau penganut sistem hubungan industrial apapun di dunia ini
dikenal dengan adanya hukum yang mengatur.*

Di Indonesia hukum yang bersifat ekonomi mempunyai kedudukan dan peran
yang sangat penting dan menentukan dalam mengatur hak-hak dan kewajiban kedua
belah pihak serta menentukan penyelenggara hubungan kerja. Adapun hak-hak yang
dimiliki oleh setiap pekerja antara lain adalah mogok kerja.Akan tetapi mogok kerja
juga mempunyai aturan dan ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja
yaitu dalam UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan diatur mengenai proses
penyelesaian perselisihan hubungan insutrial, salah satunya adalah melalui proses
perundingan. Namun ketika proses perundingan tersebut gagal dan tidak mencapai
kesepakatan pekerja dapat menggunakan haknya melakukan mogok kerja.”

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan
definisi yang dimuat dalam pasal 1 angka 23 yang berbunyi sebagai berikut “Mogok
kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-
sama dan/atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat
pekerjaan” maksudnya adalah sebuah tindakan dapat disebut mogok kerja apabila
dilakukan oleh pekerja. Mogok kerjatidak bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga atau
mahasiswa. Mogok kerja harus direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama

*Lalu Husni 2003,Hukum Ketenagakerjaan indonesia.PT. rgjawali pers him 35.
“Ibid, him 113.
*Ibid, him 121.
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dilakukan lebih dari 1 pekerja yang bertuyjuan untuk memaksa perusahaan
mendengarkan dan menerima tuntutan pekerjaan dan/ atau serikat pekerja, caranya
adalah dengan membuat perusahaan merasakan akibat dari proses produksi yang
terhenti atau melambat.®

Penjelasan Pasa 137 UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan, bahwa yang
dimaksud dengan gagalnya perundingan yang menjadi alasan mogok kerja adalah
tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang
dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun
serikat pekerja/serikat buruh (trade union) atau pekerja / buruh telah 2 (dua) kali
meminta secara tertulis kepada pengusaha untuk berunding dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari kerja atau pengusaha mau melakukan perundingan, akan tetapi-
perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu (deadlocked)
sebagai yang dinyatakan oleh para pihak dalam risaah perundingan. Dengan
demikian, penyebab terjadinya mogok kerja, selain tidak adanya kehendak salah satu
pihak untuk melakukan komunikasi dengan baik, juga dapat terjadi karena kebuntuan
komunikasi atau tidak adanya kesepakatan (deadlocked) dalam pembicaraan sesual
dengan tuntutan (penawaran) masing-masing. Dan apabila tidak dipenuhi tuntutan
yang deadlocked tersebut, maka pekerja akan beraksi. Oleh karena itu kalimat
”gagalnya perundingan” harus diterjemahkan tidak hanya karena pengusaha tidak
mau melakukan perundingan, akan tetapi juga pengusaha telah melakukan
perundingan akan tetapi setelah ditangani oleh petugas dari instansi ketenagakerjaan
belum tercapa tuntutan dari pihak pekerja. Berdasarkan uraian tersebut penulis
tertarik untuk menuliskan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “PERSPEKTIF
HUKUM PEKERJA/BURUH YANG MELAKUKAN MOGOK KERJA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN”

®Ibid, him 171.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa

perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan tentang mogok kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2004 tentang Penyel esaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)?

2. Apakah upaya yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh apabila tindakan mogok
kerjatidak mendapatkan jawaban dari pengusaha?

1.3 Tujuan penelitian dan Manfaat Pendlitian
1.3.1 Tujuan Pendlitian

Agar dalam penelitian skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki,
perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan yaitu.

1. Mengkaji dan menganalisis perspektif hukum bagi pekerja/buruh yang melakukan
mogok kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan.

2. Mengkaji dan menganalisis tindak lanjut pekerja/buruh apabila mogok kerjanya
tidak mendapatkan jawaban dari pengusaha.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat keillmuwan
maupun praktis dilapangan antaralain :

1. Sebagai bahan rujukan untuk kajian lebih lanjut tentang Perlindungan hukum bagi
buruh yang melakukan mogok kerja.

2. Sebagai bahan rujukam untuk kajian lebih lanjut tentang pembentukan hukum dan
penemuan hukum pada aspek-aspek lain dalam konteks ketenagakerjaan.
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1.4 Metode Pendlitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus
dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam
rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian.
Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil
yang kongkrit. Sehingga digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan
bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai
dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang
tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha
mencapai pengkajian.
1.4.1 TipePendlitian

Tipe penelitian yang diperguakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
Yuridis Normatif, artinya permasaahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam
penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam
hukum positif. Tipe penelitian Yuidis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai
macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literature yang
bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang
menjadi pokok pembahasan.’
142 Pendekatan Masalah

Didalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang
dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari beberapa aspek
mengenal isu hukum yang diangkat dalam permasalahan kemudian dari jawabannya.
Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan,
yaitu :
1. Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang telah ditangani. Hasil yang telah

"Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010, him. 194
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didapat tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang sedang

dihadapi .2
2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

(Conseptual Approach) yaitu sesuatu metode pendekatan melalui pendekatan

dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan

dalam perundang-undangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum.®
1.4.3 Bahan Hukum

Bahan Hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk

memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskirpst mengena apa
yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :
A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
artinya mempunya otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan
dan putusan-putusan hukum. Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-
undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar karena
semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Bahan hukum primer selanjutnya adalah
undang-undang. Bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah undang-undang
adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan suatu Badan atau
Lembaga Negara. Bahan hukum primer di samping perundang-undangan yang
memiliki otoritas adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan

konkretisasi dari perundang-undangan.*®

®Ibid, him. 93
’Ibid, him. 138
bid. HIm. 142
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Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial (PPHI)

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :
Kep. 232/men/2003 Tentang akibat mogok kerja yang tidak sah.

5. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor
368.Kp.02.03.2002 Tahun 2002 Tentang prosedur mogok kerja dan penutupan
perusahaan (Lock Out)

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku
atau yang pernah berlaku disuatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder,
secara formal tidak seperti hukum positif.** Adapun yang termasuk dalam bahan
hukum sekunder ini adalah buku-buku, teks laporan, penelitian hukum, jurnal hukum
yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai
produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen
seminar hukum, memori yang membuat opini hkum, monograp-monograp, deklarasi -
deklarasi, dan situs-situs internet.

C. Bahan Non Hukum

Sebagal penunjang dari sumber hukum primer dan skunder, sumber bahan non
hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukumdan
jurna-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan
skripsi.*?

11Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2006, him. 165
2peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Op.cit. him. 164
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1.5 AnalisisBahan Hukum
Sebagal cara untuk menari kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah
terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu analisa
bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori
yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data,
atau menunjukkan komparas atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat
data yang lain dengan sistematis berdasarkan lingkungan bahan hukum yang
diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan
bahan kajian sebagai bahan komperatif.
Langkah-langkah yang sedlanjutnya dipergunakan dalam melakukan penelitian
hukum:
a) Mengidentifikas fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk
mendapatkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
b) Pengumpulan bahan-bahan yang sekiranya dipandang memiliki relevans;
c) Meakukan telaah atas isu hukum yang digjukan berdasarkan bahan-bahan yang
telah dikumpulkan
d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
€) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam

kesimpulan.™

Blbid, him. 171
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BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pekerja/Buruh

Pengertian buruh pada saat ini di matamasyarakat awam sama sga
dengan pekerja, atau tenaga kerja. Padahal dalam konteks sifat dasar pengertian dan
terminologi diatas sangat jauh berbeda. Secara teori, dalam kontek kepentingan,
didalam suatu perusahaan terdapat 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pemilik modal
(owner) dan kelompok buruh, yaitu orang-orang yang diperintah dan dipekerjanan
yang berfungsi sebagai salah satu komponen dalam proses produksi. Dalam teori Karl
Marx tentang nilai lebih, disebutkan bahwa kelompok yang memiliki dan menikmati
nila lebih disebut sebaga majikan dan kelompok yang terlibat dalam proses
penciptaan nilai lebih itu disebut Buruh. **

Dari segi kepemilikan kapital dan aset-aset produksi, dapat kita tarik benang
merah, bahwa buruh tidak terlibat sedikitpun dalam kepemilian asset, sedangkan
majikan adalah yang mempunya kepemilikan aset. Dengan demikian seorang
mangjer atau direktur disebuah perusahaan sebetulnya adalah buruh walaupun mereka
mempunyai embel-embel gelar keprofesionalan. Pada dasarnya pengertian
buruh/buruh,pekerja karyawan adalah sama yaitu manusia yang menggunakan tenaga
dan kemampuannya untuk mendapatkan bal asan berupa pendapatan baik berupa uang
maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan tetapi
alam kultur Indonesia, “Buruh” berkonotasi sebagai pekerja rendahan, hina kasaran
dan sebagainya, sedangkan pekerja atau Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan
untuk buruh yang lebih tinggi dan diberikan cendrung kepada buruh yang tidak
memakal otot tapi otak dalam melakukan kerja, akan tetapi pada intinya sebenarnya

“1bid. HIm 33.
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keempat kata ini sama mempunyai satu arti yaitu Pekerja. Demikian juga Organisasi
Buruh se Dunia yang bernama ILO (Internasiona Labour Organization)™

Menurut sejarah penggunaan kata buruh di Indonesia banyak digunakan
padamasa Orde Lama yaitu sgjak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945
sampai tahun 1967 . hal ini bisakitalihat dalam spanduk raksana pada sebuah tulisan
kaum buruh sedunia. Seiring dengan jatuhnya rezim Orde Lama dan diganti Oleh
Orde Baru maka penggunaan buruh dihilangkan karena dianggap berbau paham ke
Kiri-kirian. Sebagai gantinya pemerintahan Orde Baru mempopulerkan kata karyawan
atau pekerja. Serikat buruh yang ada pada Orde Lama diganti menjadi Serikat Pekerja
Buruh Seluruh Indonesia.’®  Setelah rezim orde Baru tumbang pada bulan Mei tahun
1998, dan diganti Orde Reformasi, kata buruh kembali mendapat agar untuk
digunakan kembali. Hal ini ditandai dengan munculnya serikat buruh yang bernama
SBSI (Serikat Buruh Sjahtera Indonesia) kemudian ada lagi SARBUMUSI (Serikat
Buruh Muslim Indonesia) Disini kita lihat kata Buruh mulai banyak digunakan lagi
disamping kata pekerja atau karyawan. Bahkan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja
No. 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 3 disebutkan “Pekerja/Buruh adalah setiap Orang
yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”

Undang-Undang N0.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasa 1 angka 4
memberikan pengertian Pekerja/lBuruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini agak umum namun
maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa
sga bak perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan
menerima upah dalam bentuk apapun. Penegasan dalam bentuk apapun ini perlu
karena upah selama ini diidentikkan dengan uang, padaha ada pula buruh/pekerja

yang menerimaimbalan dalam bentuk barang.*’

®Ibid. HIm 41.
°Asri Wijaya,2013. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi .Jakarta :Sinar Grafika. Him 18

Y1bid, hlm 35
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Untuk kepentingan santunan jaminan kecelakaan kerja dalam perlindungan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun
1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja, pengertian “pekerja” diperluas yakni
termasuk:

1. Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan bailk yang menerima uah
maupun tidak;

2. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah
perusahaan;

3. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.’®

Majikan dapat dengan leluasa untuk menekan pekerja/buruhnya untuk bekerja
secara maksimal, terkadang melebihi kemampuan kerjanya. Misalnya, majikan dapat
menetapkan upah hanya maksimal sebanyak upah minimum provinsi yang ada, tanpa
melihat masa kerja dari pekerjaan iu. Seringkali pekerja dengan masa kerjayang lama
upahnya hanya selisih sedikit lebih besar daripada upah pekerja yang masa kerjanya
kurang dari satu tahun. Majikan engan untuk menaikkan atau meningkatkan kenaikan
upah pekerja meskipun terjadi peningkatan hasil poduksi dengan dalih bahwa takut
diprotes oleh perusahaan lain yang sejenisnya.

Konsep upah minimum yang selamaini diterapkan belum berhasil menciptakan
hubungan industrial seperti yang diharapkan. Dilibatkan pekerja yang dapat diwakili
serikat pekerja. Keterbukaan perusahaan menjadi kunci utama, karena pekerja tahu
betul situas dan kondisi perusahaannya. Perusahaan dapat menunjukkan laporan
keuangan yang telah diaudit kepada serikat pekerja, dan serikat pekerja harus mampu
membaca dan menganalisis laporan keuangan dari perusahaan. Konsep yang ideal
dalam penerimaan upah, yakni keterlibatan pekerja/serikat. Karenajustru para pekerja
yang tahu persis kondisi perusahaannya, kemudian dari sisi mangjemen ditunjukan
pihak-pihak berkompeten dalam ha penetapan upah. Kemudian kedua belah pihak

¥Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial tenaga Kerja
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mel akukan perundingan atau negosiasi.'® Posisi pekerja yang lemah dapat diantisipasi
dengan dibentuknya serikat pekerja/serikat buruh yang ada di perusahaan. Ada
anggapan selamaini bahwa serikat buruh belum menjadi suara pekerja, baik ditingkat
kertja ataupun dalam tingkat pengambilan keputusan secara nasional. Serikat
pekerja/lburuh saat ini menghadapi tantangan yang berat. Kedudukan buruh yang
lemah ini membutuhkan suatu wadah supaya menjadi kuat. Wadah itu adalah adanya
pelaksanaan hak berserikat didalam suatu serikat pekerja/buruh. Tujuan dibentuknya
serikat pekerja/buruh adalah menyeimbangkan posisi buruh dengan majikan. Melalui
keterwakilan buruh didalam serikat pekerja/buruh, diharapkan aspirasi buruh dapat
sampa kepada majikan. Selain itu, melaui wadah serikat pekerjalburuh ini
diharapkan akan terwujud pran serta buruh dalam proses produksi. Hal ini merupakan
salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan industrial di
tingkat perusahaan.

Keberadaan serikat pekerja/lburun  saat ini lebih  terjamin  dengan
diundangkannya Undang-Undang nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat
pekerja/buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 131, Tambahan Lembaran Negara
No. 3898). Selanjutnya disebut Undang-Undang No.21 Tahun 2000. Sebelum adanya
Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, kedudukan serikat pekerja/buruh secara umum
hanyalah dianggap seagai kepanjangan tangan atau boneka dari majikan, yang kurang
meneruskan aspirasi anggotanya. Hal ini karena pada masa orde baru serikat
pekerja/lburuh hanya diperbolehkan satu, yaitu serikat pekerja seluruh Indonesia
(SPSI). Pada masa orde baru itu pulalah muncul suatu serikat buruh tandingan SPSI,
yaitu serikat buruh seluruh Indonesia (SBSI) di bawah pimpinan Mochtar Pakpahan.
Karena tidak dikehendaki oleh pemerintah Soeharto, akhirnya ia ditahan dan bebas
setelah erareformasi.

Pada masa reformasi setelah Undang-Undang No.21 Tahun 2000 dimungkinkan
dibentu Serikat pekerjalburuh lebih dari satu dalam satu perusahaan. Hal ini

Furgon Karim, Mencari Konsep Upah Minimum bagi Pekerja, Suara Merdeka
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menyebabkan keberadaan serikat pekerja/buruh banyak didirikan di suatu perusahaan.
Sayangnya karena ketidaksiapan buruh melaksanakan hak berserikat, dimanfaatkan
oleh oknum tertentu untuk mengeruk keuntungan bagi kepentingannya sendiri untuk
menjual bangsa. Dikatakan demikian karena berdasarkan Undang-Undang No.21
Tahun 2000 serikat pekerja/lburuh diperbolehkan menerima sumbangan dana dari
negara lain. Sering pula keberadaan serikat pekerja/lburuh yang lebih dari satu
jumlahnya didalam satu perusahaan justru memicu terjadinya perselisihan perburuhan
yang dapat berakibat mogok kerja yang seharusnya justru bertentangan dengan tujuan
disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tersebut.

Alinea ketiga dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara
meindungi segenap bangsa dan negara Indonesia. Ketentuan ini dijabarkan lebih
lanjut dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiagp warga negara
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara
berhak atas penghidupan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Buruh
adalah bagian dari bangsa Indonesia, sehingga berhak pula untuk dilindungi dan
mendapatkan penghidupan yang layak. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang
diberikan oleh pemerintah bagi buruh adalah adanya jaminan atas kebebasan
berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah serikat pekerja/buruh. Kemerdekaan
berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat merupakan hak dasar yang
dimiliki oleh warga negara dari suatu negara hukum demokratis yang berkedaulatan
rakyat. Hak-hak yang dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan
bukan karena pemberian masyarakat atau negara disebut hak asasi manusia®® Hak
asas manusia dalam dalam hukum tidak dapat dipisahkan dari ketertiban dan
keadilan. Pengakuan dari negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi
manusia, berarti hak dan sekaligus kemerdekaan atau kebebasan perorangan diakui,

“Farns Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Modern, 1999, Gramedia, Pustaka
Utama, Jakarta, him. 73.
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dihormati, dan dijunjung tinggi.** Pengakuan dan Perlindungan terhadap hak asasi
manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagal tujuan dari negara

hukum.??

2.2 Hubungan Kerja
2.2.1. Pengertian Hubungan Kerja

Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
pasal 1 angka 15 hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan
Pekerja/Buruh berdasarkan perjanjian kerja yang yang mempunyal unsur pekerjaan,
upah dan perintah. Pada dasarnya, hubungan kerja yaitu hubungan yang meliputi hak
dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh
pekerja dengan pengusaha (perjanjian kerja). Menurut Hartono Widodo dan
Judiantoro, hubungan kerja adalah kegiatan-kegiatan pengerahan tenagaljasa
seseorang secara teratur demi  kepentingan orang lain yang memerintahnya
(pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.?

Selain itu, menurut Tjepi F. Aloewir, mengemukakan bahwa pengertian
hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja yang
timbul dari perjanjian yang diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun tidak
tertentu. Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai:

1. Pembuatan Perjanjian Kerja (merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja).
2. Kewgjiban Pekerja (yaitu melakukan pekerjaan, sekaligus merupakan hak dari
pengusaha atas pekerjaan tersebut).

ZA. Masyur Effendi Hak Asasi Manusia, Dimensi Dinamika dalam Hukum Nasional dan Internaional,
1994, Ghalia Indonesia, Jakarta, him 27.

“Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, 1987, Bina |lmu, Surabaya, him.
71.

“Hartono, Judiantoro, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Jakarta: Rajawali Pers,

Him 10
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3. Kewgjiban Pengusaha (yaitu membayar upah kepada pekerja, sekaligus
merupakan hak dari si pekerja atas upah).

4. Berakhirnya Hubungan Kerja.

5. Cara Penyelesaian Perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada dasarnya, hubungan kerja yaitu hubungan antara pekerja dan pengusaha,
terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha, di mana pekerja
menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah
dan di mana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja
dengan membayar upah.Perjanjian yang sedemikian itu disebut perjanjian kerja.Dari
pengertian tersebut jelaslah bahwa hubungan kerja sebagal bentuk hubungan hukum
lahir atau tercipta setel ah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha.®*

Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai dengan
ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 adalah
1. Adanya pekerjaan (arbeid);

2. Di bawah perintah/gezag ver hounding (maksudnya buruh melakukan  pekerjaan
atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi)

3. Adanya upah tertentu/|oam;

4. Dalam waktu (tijd) yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiunan atau
berdasarkan waktu tertentu)

Unsur yang pertama adalah adanya pekerjaan (arbeid) yaitu pekerjaan itu bebas
sesuai dengan kesepakatan antara buruh dan magjikan, asalkan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban. Unsur kedua, yaitu
dibawah perintah (gezag ver hounding) didalam hubungan keja kedudukan majikan
adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan sekaligus berkewajiban untuk
memberikan perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kedudukan
buruh sebagal pihak yang menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan.

»Asri Wijaya, S.H., M.H.. 2013. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi.Jakarta :Sinar Grafika
Him 36
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Hubungan buruh dan majikan adalah hubungan yang dilakukan antara atasan dan
bawahan, sehingga bersifat subordinasi (hubungan yang bersifat vertikal, yaitu atas
dan bawah). Unsur ketiga adalah adanya upah (loan) tertentu yang menjadi imbalan
atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh. Pengertian upah berdasarkan
ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No0.13 Tahun 2003 adalah hak
pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerjalburuh yang ditetapkan dan dibayarkan
menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk
tunjangan bagi pekerja/lburuh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa
yang telah atau akan dilakukan. Unsur yang keempat adalah waktu (tijd) artinya
buruh bekerja untuk waktu yang ditentukan atau waktu yang tidak tertentu atau
selama-lamanya. Waktu kerja pekerja dalam satu minggu adalah 40 jam/minggu.
Untuk 6 hari kerja perminggu seharinya bekerja 7 jam dalam lima hari dan 5 jam
daam 1 hari. Adapun untuk 5 hari kerja perminggu bekerja selama 8 jam sehari.
Apabila kebutuhan proses produkss menghendaki adanya lembur, hanya
diperbolehkan lembur maksimal 3 jam perhari atau 14 jam perminggu. Kenyataanya
lembur yang terjadi di dalam praktik melebihi batas maksimal tersebut.

Selama bekerja, setiap 4 jam pekerja bekerja, harus diberikan istirahat selama
setengah jam. Dalam satu minggu harus ada istirahat minimal satu hari kerja. Dalam
satu tahun pekerja harus diberikan istirahat 12 hari kerja/tahun. Apabila pekerja telah
bekerja selama 6 tahun maka wajib diberikan istirahat/cuti besar selama satu bulan
dengan menerima upah penuh.

2.2.2 Subjek Hukum dalam Hubungan Kerja

Subjek hukum dalam hubungan kerja pada dasarnya adalah pengusaha/pemberi
kerja dengan pekerja/buruh. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 membedakan
pengertian pengusaha, perusahaan dan pemberi kerja. Subjek hukum yang terkait
dalam perjanjian kerja pada dasarnya adalah buruh dan majikan. Subjek hukum
mengalami perluasan, yaitu dapat meliputi perkumpulan majikan, gabungan

perkumpulan majikan atau APINDO untuk perluasan majikan, selain itu terdapat
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serikat pekerja/lburuh, gabungan serikat pekerja/buruh sebagai perluasan dari buruh.

Pembahasan tentang Hubungan Industrial tidak dapat terlepas dari fungsi atau peran

serikat pekerjalburun dalam rangka upaya meningkatkan produktifitas dan

kesgjahteraan.

Serikat pekerja/buruh diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang
serikat pekerja/lburuh. Munculnya Undang-Undang ini sebaga hasi reformas dari
hanya diakuinya satu serikat pekerja, yaitu SPSI. Setelah adanya Undang-Undang No
21 Tahun 2000, serikat pekerja/buruh yang sudah terdaftar kurang lebih ada 60. Ini
merupakan jumlah terbanyak bagi suatu negara yang mempunya serikat
pekerja/buruh lebih dari satu diseluruh dunia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3
Undang-Undang No. 13 tahun 2003, pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adapun pengusaha
berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003adal ah:

a. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri

b. Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Batasan pengusaha berbeda dengan pemberi kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal
1 angka 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, pemberi kerja adalah orang
perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang
memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain. Adapun perusahan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 adal ah:

a.  Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan,

milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta ataupun milik


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

negara yang memperjerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan
dalam bentuk lain;

b. Usahausaha sosia dan usahausaha lain yang mempunya pengurus dan
memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dlam bentuk
lain.®

2.2.3 Objek Hukum dalam Hubungan Kerja

Objek hukum dalam hubungan kerja adalah pekerjaan yang dilakukan oleh
pekerja. Dengan kata lain tenaga yang melekat pada diri sendiri pekerja merupakan
objek hukum dalam hubungan kerja. Objek dalam perjanjian kerja, yaitu hak dan
kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik yang meliputi syarat-syarat kerja
atau hal lain akibat adanya hubungan kerja. Syarat-syarat kerja selalu berkaitan
dengan upaya peningkatan produktifitas bagi majikan dan upaya peningkatan
kesgahteraan oleh buruh. Antara kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja
pada hakikatnya adal ah bertentangan. Objek hukum dalam hubungan kerja tertuang di
daam perjanjian Kkerja, peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja
bersamalperjanjian kerja bersama. Kedudukan perjanjian kerja adalah dibawah
peraturan perusahaan, sehingga apabila ada ketentuan dalam perusahaan maka yang
berlaku adalah peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan yang membuat adalah
majikan secara keseluruhan. Perjanjian kerja secara teoritis yang membuat adalah
buruh dan majikan, tetapi kenyataan perjanjian kerja itu sudah dipersiapkan untuk
ditandatangani buruh saat buruh diterima kerja oleh majikan.

Apabiladi perusahaan itu sudah ada serikat pekerja, maka antara serikat pekerja
dan majikan dapat membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dahulu disebut dengan
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Ketentuan PKB/KKB membuat syarat-syarat
kerja yang mencerminkan hak dan kewajiban majikan dan buruh. Pembuatan KK B
dapat dilakukan oleh serikat pekerja dan magjikan diluar jam kerja atau diatur
sedemikian rupa dibuat diluar kota dengan waktu khusus. Dalam praktik banyak

“Asri Wijayanti, 2013, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta:Sinar Grafika, him. 38.
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serikat pekerja yang ada di perusshaan mempersulit terbentuknya (KKB) dengan
cepat.

Di Indonesia masih jauh dari kenyataan adanya peran serta buruh di dalam
upaya produktivitas. Buruh hanya sering diletakan dalam posisi aktor produksi.
Kekutsertaan buruh dalam pemilikan saham seperti di Jepang masih belum dijangkau
meskipun sudah terdapat rambu-rambu dari UU No.21 Tahun 2000, serikat pekerja
dapat mengupayakan pemilikan saham bagi buruh. Sebagai langkah awal yang baik
adalah adanya penerapan pemberian upah buruh yang didasarkan pada gabungan
antara produktivitas dan prestasi. Untuk peningkatan peran serta mungkin kita dapat
mencontoh teknik-teknik Jepang. Misalnya adanya kotak saran yang ditujukan hanya
untuk upaya produktivitas atau efisiensi badan baku yang disertai dengan imbalan

tertentu.?

2.3 Mogok Kerja
2.3.1 Pengertian Mogok kerja
Menurut Pasal 1 Ayat 23 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang

K etenagakerjaan, mogok kerja adalah tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan
dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja atau serikat
buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Mogok kerja adalah
sebaga tindakan yang dilakukan oleh buruh terhadap pengusaha dengan tujuan
menekan pengusaha atau perusahaan untuk memenuhi tuntutan-tuntutannya atau
sebagai tindakan solidaritas untuk teman pekerjalainnya.®’
2.3.2 Sgarah Terjadinya Mogok Kerja

Sgjak jaman sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda saat itu
mengeluarkann  kebijakan publik yang mengatur hubungan kerja. Sgarah
perkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia selalu berkaitan dengan politik

*Ibid, him 40.
Z"Abdul Khakim. 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003. Citra Adhitya Bakti, Bandung
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hukum yang diberlakukan oleh penguasa saat itu dan hal ini berpengaruh terhadap

dapat atau tidaknya tindakan mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh. Sgjarah

terjadinya mogok kerja ini berkaitan erat dengan kondisi perburuhan di Indonesia

yang periode atau masanya akan dibagi menjadi berikuit.

a. Kondisi Perburuhan Masa Kolonia (Sebelum Tahun 1945).
Hubungan kerja di Indonesia sudah dimulai sgak jaman penjgahan dimana
sebagaian besar jenis pekerjaan dilakukan oleh budak atau hamba. Mereka yang
merupakan buruh pada jaman itu dan upah yang mereka terima berupa makanan,
pakaian dan perumahan. Mgikan memiliki kuasa penuh dan mutlak atas kuasa
mereka,bahkan dapat dikatakan berkuasa atas hidup dan mati mereka. Selain
bentuk kerja-budak dan budak-hamba, dikenal pula dengan bentuk kerja paksa
ysng disebut dengan kerjarodi dan bentuk kerja-sanksi-pidana.?®

b. Perburuhan Sgjak Kemerdekaan Sampal Orde Lama (1945-1966).
Pada awa kemerdekaan, pemerintah Indonesia ingin membentuk sebuah negara
kesgjahteraan (walfare state), dimana kesgahteraan rakyat merupakan tanggung
jawab dari pemerintah. Hal ini nampak dari isi UUD 1945 dan juga Pancasila yang
dijadikan sebagal dasar negara. Pemerintah juga melakukan berbagal nasionalisas
terhadap perusahan peninggalan kolonial Belanda. Pada awa kemerdekaan,
pemerintah masih menggunakan perturan yang ditinggalkan Belanda dan peraturan
industrial. Berbagai peraturan dikeluarkan pemerintah dalam rangka mewujudkan
kesgjahteraan negara dan berpihak pada kepentingan buruh. Selain itu, pemerintah
juga memberikan kebebasan kepada buruh untuk membentuk serikat buruh yang
akhirnya berdampak pada kebijakan publik dan pergerakan politik negeri ini.,
namun hasilnya masih belum maksimal untuk kesgahteraan buruh pada masa

itu®,

“Muchtar Pakpahan dan Ruth Damaihati Pakpahan. 2010. Konflik Kepentingan Outsourching dan
Kontrak dalam UU 13 Tahun 2003. Bumi Inti Sejahtera, Jakarta
®Ibid. HIm 33
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Larangan mogok kerja pada masa orde lama ini adalah Peraturan Penguasa Perang
Tertinggi No. 4 Tahun 1960 Tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penutupan
(lock out) di perusahaan-perusahaan. Jabatan-jabatan dan badan-badan vital.

c. Perburuhan Masa Orde Baru (1966-1988)
Pemerintah orde baru yang dipimpin Soeharto dimulai sgjak 11 Maret taun 1966.
Sgak dibawah kepempimpinan Soeharto, Indonesia membuka diri kepada dunia
usaha Internasional yang mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan asing
yang berdiri di Indonesia karena pemerintah ini lebih mengedpanan kesetabilan
politik demi meningkakan pertumbuhan ekonomi, itulah sebabnya peraturan
perburuhan yang dimuat pada masa ini banyak mengorbankan kepentingan buruh
demi mencapai tujuannya®. Pada era ini ada HIP, yaitu hubungan antara pihak
yang berkaitan dengan proses produksi baik mengenai barang atau jasa yang
dilandasi atas nilai-nilai yang merupakan perujudan dan keseluruhan Pancasila
UUD 1945. Seharusnya dengan menjaankan HIP, maka kesegjahteraan buruh dapat
terjamin, namun yang terjadi malah sebaliknya karena banyak buruh yang di PHK
sevara sepihak, tidak ada peraturan yang mengatur upah minimum, dan adanya
serikat buruh/pekerja yaitu SPSI. Ha ini sangat bertentangan dengan HIP.
Berdasarkan prinsip-prinsip HIP, mogok kerja adalah sesuatu hal yang tidak
diperbolehkan karena setiap perbedaan pendapat antara buruh dan pengusaha
harus diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilakukan
secara kekel uargaan.
Undang-undang No. 18 Tahun 1956 Tentang Persetujuan Konvens Organiasai
Perburuhan Internasiona (ILO) dan Undang-Undang Nomor 98 mengenai Dasar-
dasar dari hak untuk berorganisasi dan berunding bersama.

d. Perburuhan Era Reformasi (1988-2003)
Sebelum dan pasca turunnya Soeharto, Indonesia sedang mengalami krisis
ekonomi sgiak tahun 1997 akibat adanya kredit macet antar bank. Krisis sangat

**Muchtar Pakpahan dan Ruth Damaihati Pakpahan. 2010. Konflik Kepentingan Outsourching dan
Kontrak dalam UU 13 Tahun 2003. Bumi Inti Sejahtera, Jakarta
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berdampak pada kehidupan buruh karenaterjadi peningkatan pengangguran secara
segnifikan karena adanya krisis ini. Tetapi yang jelas reformasi membawa
perubahan disemua sektor kehidupan termasuk perubahan terhadap politik
perburuhan. Satu catatan terpenting Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 Tentang
Ketenagakerjaan dicabut oleh pemerintah Habibie dan kembali menggunakan
Undang-Undang orde lama. Pemerintah juga meratifikasi/beberapa konvens dasar
ILO, terutama konvensi nomor 87 yang menjamin kebebasan berserikat bagi buruh
dan setelah itu muncullah serikat buruh yang semakin hari semakin banyak®.
Setelah pemerintah menggunakan Undang-Undang No. 25 Tahun 1997
Tentang Ketenagakerjaan, maka kehidupan perburuhan kembali seperti pada masa
orde baru. Ha ini juga berimplikasi pada kegiatan mogok kerja. Berdasarkan
konvens ILO Nomor 87 tahun 1948 mengakomodasikan tentang mogok kerja
sebagai hak buruh. Dengan kata lain secara Internasional keberadaan mogok kerja
tidak sga merupakan hak buruh sebagal juga sebagaian dari aksi buruh yang
dilindungi oleh hukum. Dan pada saat ini mogok kerja merupakan suatu hal yang
dilindungi hukum yang diatur dalam Undng-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
K etenagakerjaan.Sebenarnya mogok kerja di Indonesia sudah terjadi sgak dulu,
namun saat ini tindakan ini hanya tindakan sepihak dari pekerja yang dilakukan
karena adanya hak dan tuntutan mereka yag tidak dipenuhi oleh Perusahaan tempat
mereka bekerja. Mogok kerja di Indonesia di awali pada tahun 1922, pemogokan
buruh terjadi pada 72 pabrik gula diseluruh Jawa Dari jumlah itu 28 pemogokan
terjadi pada masa sebelum dan sesudah giling yang meliputi 4.700 pekerja, sedangkan
pemogokan yang lain terjadi pada masa giling (dari bulan Me sampai Oktober)
dengan pemogokan terdiri dari 20.716 orang. Pemogokan yang terjadi diluar musim
giling biasanya terpaksa dilakukan sebagai reaks tindakan pengusaha yang dianggap
tidak adil dan sewenang-wenang. Dari jumlah 4.700 pemogok sebagian besar terdiri

dari tukang yang berperan penting dalam menjalankan proses produksi di pabrik gula.

*'Muchtar Pakpahan dan Ruth Damaihati Pakpahan. 2010. Konflik Kepentingan Outsourching dan
Kontrak dalam UU 13 Tahun 2003. Bumi Inti Sejahtera, Jakarta
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Pemogokan pada musim giling biasanya dilakukan atas inisiatif buruh karena motif-
motif ekonomis. Gerakan telah dipersigpkan sehingga meskipun pemogok yang
terdiri dari buruh tetap mencapai 1.997 orang tetapi mereka mampu mempimpin
segjumlah besar buruh musiman (7.584 orang) dan buruh tidak tetap sekitar pabrik
(11.135 orang)*.

Pada tahun 1920 Para pekerja anggota Personel Fabrik Bond (PFB) mogok
kerja, menurut majikan suapaya mau mengakui keberadaan Serikat Pekerja mereka.
Tahun 1992, para pekerja pelabuhan Surabaya melancarkan aksi mogok kerja,
menuntutkan perbaikan nasib. PPKB dan Revolutionaire Vackcentrable berhasil
membangun aliansi yang bernama PVH (Persatuan Vakbond Hindia). Tahun 1923
pegawai kereta api mogok kerja. Tuntutan mereka kala itu kurang berhasil.
Pemerintah kolonial melarang adanya aksi mogok kerja, yang dilakukan kaum
pekerja dan segera dikeluarkan Undang-Undang tentang larangan mogok kerja
tanggal 10 Me 1923. Serikat pekerja kereta api dan Trem-Vereniging van spoor en
Trem Personeel (vstp) menjadia nggota gabungan serikat pekerja Internasional yaitu
Internasional Federation of Trade Union (IFTU) yang bermarkas besar di Moskow
Rusia. Revolutionsire Vakcentrale membangun hubungan dengan Profintrn (Red
Internasional Labour Union) dan menjadi anggotanya. Dari sinilah mereka
memperjuangkan hak mogok kerja®
2.3.3 Ketentuan dan Syarat Mogok Kerja

Kegiatan mogok kerja memang suatu hal yang mendapat perlindungan hukum,
namun bukan berati kegiatan ini dapat dilakukan begitu sgja dan seenaknya karena
kegiatan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah
ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketentuan dan syarat ini harus
dilakukan sebelum dan selama mogok kerja ini dilakukan. Hal ini sesuai dengan isi

Pasal 138 Ayat 1 yang berbunyi “Pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat

3 www.mogokkerja.com Diaskes 12 Mei 2015
33www.hukumperburuhan.ac.id Diaskes 12 Mei 2015
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buruh yang bermaksud mengajak pekerja atau buruh lain untuk mogok kerja pada
saat mogok kerja berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum”>*

Secara garis besar perusahan atau organisasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu
organisas atau perusahaan yang berorientasi privat dan organisasi atau perusahaan
yang bersifat public. Organisasi atau perusahaan yang bersifat privat adalah sebuah
organisasi atau perusahaan yang usahanya bertujuan untuk mencari laba dan biasanya
organisas atau perusahaan itu bergerak dibidang swasta. Sedangkan organisasi atau
perusahaan yang bersifat public adalah organisasi milik pemerintah sehingga tujuan
utama dari organisasi atau perusahaan ini untuk melayani masyarakat. Organisasi
public ini biasanya menangani sebuah usaha yang bersifat monoolistik sehingga tidak
ada organisasi atau perusahaan lain yang menanganinya. Misalnya pengurus Kartu
Tanda penduduk (KTP) yang tidak bisa diurus selain di institusi pemerintah. Namun
sering perkembangan baru dalam bidang pelayanan, maka ada pekerjaan pemerintah
yang dilakukan secara bersama-sama dengan pihak swasta yang dikenal dengan
istilah Public Prvate Patnershi (PPP), yaitu kemitraan antar public dan swasta dalam
mengerjakan atau melakukan suatu hal. Berkaitan dengan organisai pemerintah, maka
ada ketentuan mogok kerja yang diatur dalam pasa 139 Undang-Undang No.13
Tahun 2003 yang berbunyi “pelaksanaan mogok kerja yang dilakukan pekerja/buruh
yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum atau perusahaan
yang jenis kegiatannya membahyakan keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian
rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan membahayakan
keselamatan orang lain”.

Sebelum dilaksanakan kegiatan mogok kerja, maka sebelum tujuh hari dari
waktu pelaksanaan itu buruh atau serikat pekerja wajib memberitahukan hal ini
kepada perusahaan atau instans yang menangani masalah ketenagakerjaan. Hal ini
sesuai dengan bunyi Pasal 140 ayat 1 “sekurang-kurangnya dalam waktu tujuh hari

kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau

34Undang-Undang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan
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serikat buruh waib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi
yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat”. Mengenai hal-hal atau
IS apa sgja yang harus ada dalam surat pemberitahuan mogok kerja itu juga diatur
dalam Pasal 140 ayat 2 yang berbunyi “pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), sekurang-kurangnya memuat.
a. Waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai diakhiri mogok kerja
b. Tempat mogok kerja
c. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja
d. Tanda tangan ketua seketaris dan masing-masing ketua dan seketaris serikat
pekerja atau serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja®

Adanya serikat pekerja atau buruh dalam dunia ketenagakerjaan memang
sangat vital peranannya karena serikat pekerja atau buruh ini sebagai wadah atau
organisasi bagi buruh atau pekerja dalam menyalurkan aspirasinya. Oleh karena itu,
pekerja atau buruh di indonesi aeharusnya menjadi anggota serikat pekerja atau
serikat buruh, sehingga jika ada masalah dikemudian hari akan lebih mudah
diselesaikan. Bahkan hal ini juga berlaku dalam mogok kerja, karena seorang buruh
yang melakukan mogok kerja yang tidak terdaftar dalam serikat buruh atau serikat
pekerja, ada ketentuan yang berbeda dengan buruh atau pekerja yang terdaftar dalam
serikat buruh atau pekerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat 3, yang
berbunyi “dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja atau buruh yang tidak
menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja atau buruh yang
ditunjuk sebagai koordinator dan atau penanggung jawab mogok kerja”.
2.3.4 Hak Mogok Kerja Bagi Pekerja/Buruh

Berdasarkan Pasal 137 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, mogok kerja sebagai hak dasar pekerja atau buruh dan serikat
pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai gagalnya

*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
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perundingan pada Pasal 138 Ayat 2 dinyatakan hak buruh yang ingin melakukan
mogok kerja, yang berbunyi “pekerja atau buruh yang diajak mogok kerja
sebagaimana dimaksud dari Pasal 138 Ayat (1) dapat memenuhui atau tidak
memenuhi gjakan tersebut (maksudnya ajakan untuk melakukan mogok kerja). Secara
harifah, hak dapat dilakukan sebagai wewenang yang bisa dilakukan oleh seseorang.

Selain itu, masalah pemberian upah atau ggji kepada buruh yang melakukan
mogok kerja juga harus dilakukan karena kegiatan mogok kerja pada dasarnya
disebabkan adanya ketidakpuasan para buruh atau pekerja terhadap apa yang
dilakukan atau diberikan oleh perusahaan atau instansi tempat mereka bekerja. Hal ini
diatur dalam Pasal 145 yang berbunyi “Dalam hal pekerja atau buruh yang
melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang
sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha , pekerja atau buruh berhak mendapatkan
upah”. Pada dasarnya masalah yang paling klasik dalam kegiatan mogok kerja adalah
tuntutan kenaikan upah atau gaji dan belum dibayarkan upah para buruh oleh suatu
perusahaan atau instansi pemerintah yang hal ini seringkali kita lihat dalam kegiatan
mogok kerjadi Indonesia.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan, memberikan
definisi yang dimuat dalam pasal 1 angka 23 sebagai berikut : “Mogok kerja adalah
tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama
dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat
pekerjaan”.Dari definisi itu, dapat kita ketahui ada 3 (tiga) unsur yang dalam
termasuk dalam sebuah pemogokan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, yakni sebagai berikut :

1. Tindakan pekerja/buruh
Sebuah tindakan baru dapat disebut sebagai mogok apabila dilakukan hanya oleh
buruh. Jika dilakukan bukan oleh buruh, misalnya mahasiswa atau ibu rumah
tangga, maka tidak dapat disebut sebagai mogok. Jadi jika ada 1.000 (seribu)
orang mahasiswa berkumpul di depan gerbang pabrik meneriakkan tuntutan agar
Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus maka itu tidak dapat disebut sebagai
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mogok menurut Undang-Undang. Sebaliknya, jika ada 2 (dua) orang buruh yang
menuntut kenaikan upah makaitu disebut sebaga mogok.

2. Direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama Pemogokan harus
direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama. Maksud dari bersama-
sama adalah bahwa pemogokan melibatkan lebuh dari 1 (satu) buruh. Jika hanya
ada 1 (satu) orang buruh sgja maka tidak dapat disebut mogok. Namun, Jika
hanya ada 2 (dua) buruh sgja yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan
mogok maka itu dapat disebut sebagai mogok walaupun sebenarnya ada 500
(lima ratus) buruh yang bekerja diperusahaan itu. Selain itu, kata bersama-sama
ini untuk menjelaskan kondisi buruh yang belum memiliki serikat. Karenanya
dapat sgja di dalam satu perusahaan yang mempekerjakan 500 (lima ratus) buruh
terjadi pemogokan walaupun belum ada serikat buruh. Jadi buruh sebagai
pribadi, secara bersama-sama melakukan pemogokan. Namun jika diperusahaan
itu sudah berdiri serikat buruh pemogokan itu dapat sgja direncanakan dan
dilaksanakan oleh serikat buruh yang bersangkutan.

3. Untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan
Menurut ketentuan undang-undang, “mogok” haruslah untuk menghentikan atau
memperlambat pekerjaan. Jika ada 30 buruh yang menuntut kenaikan upah
namun tindakan mereka itu tidak menyebabkan pekejaan terhenti atau menjadi
lebih lambat, maka tindakan tersebut tidak dapat disebut sebagai “mogok”,
karena tujuan mogok adalah untuk memaksa majikan mendengarkan dan
menerima tuntutan serikat buruh, caranya adalah dengan membuat majikan
merasakan akibat dari proses produksi yang terhenti atau melambat.

Sampai di sini jelas bahwa apa yang disebut “mogok” haruslah memenuhi tiga
unsur di atas. Jika unsur nomor 2 tidak terpenuhi walaupun nomor 1 dan 3 terpenuhi,
maka itu tidak dapat disebut “ mogok”, begitu pulajikanomor 1 dan 2 terpenuhi tapi
nomor 3 tidak atau nomor 2 dan 3 terpenuhi tapi tidak nomor 3. Jika ada suatu

tindakan tapi salah satu hal tidak terpenuhi, maka tindakan itu bukan “mogok”
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sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang.*® Definisi pasal 1 di atas dilengkapi
lagi oleh pasal 137, yang menyebutkan bahwa “Mogok kerja sebagai hak dasar
pekerja/lburuh dan serikat pekerjal/serikat buruh dilakukan seccara sah, tertib, dan
daamai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
definisi mogok meliputi kegiatan (actus) dan juga tata caranya. Apabila ada suatu
kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja dan sudah memenuhi tiga hal yang diatur
dalam pasal 1 namun luput memenuhi 2 hal yang diatur dalam pasal 137, maka
kegiatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai “mogok”. Disinilah kerancuan yang
terjadi dalam pengertian mogok menurut undang-undang, yaitu mencampuradukkan
pengertian dengan prosedur dan tata cara mogok. Y ang pada intinya justru semakin
mempersulit pelaksanaan hak mogok.*’ Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa
pemogokan tidak lagi dilihat secara substansial (apa yang menjadi sebab dan alasan
mogok), tetapi apakah mogok tersebut sudah memenuhi “tata cara” secara formil.
Bisa dikatakan bahwa undang-undang ketenagakerjaan memandang “mogok” dalam
kerangka formil belakaLegalitas hukum suatu pemogokan diutamakan daripada
substansi. Karena mengedepankan formalitas, maka apa yang menjadi substans
mogok pun menjadi terlupakan.

Pemerintah/negara nampaknya tidak mau peduli lagi apa yang menjadi
substans pemogokan, dan lebih mengurusi soal tata caradan prosedural apakah
mogok dilakukan sesuai atau tidak sesuai dengan “tata cara” tersebut. Di luar tata
cara itu, mogok dianggap sebagai “tidak sah” atau “liar”, dan karenanya tidak berhak
mendapat perlindungan negara sebagaimana dalam mogok “sah”. Dengan kata lain
negara melihat mogok sebagal urusan antara majikan dan buruh, sementara peran

negara hanya sebatas pengawas dan lebih melihat pada fungs administrasi atas

**Lalu Husni, SH., M.H.. 2003. HukumKetenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Him 171

*’Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
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sahnya suatu pemogokan. Negarapun melepaskan tanggung jawabnya dalam masalah
hubungan industrial.
2.3.5. Sgarah Terjadinya Mogok kerja

Sgjak jaman sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda saat itu telah
mengeluarkan kebijakan publik yang mengatur hubungan kerja.Segjarah
perkembangan hukum ketenagakerjaan Indonesia selalu berkaitan dengan politik
hukum yang diberlakukan oleh penguasa saat itu dan ha ini berpengaruh terhadap
dapat atau tidaknya tindakan mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh.
Sgjarah terjadinya mogok kerja ini berkaitan erat dengan kondisi perburuhan di
Indonesia yang periode atau masanya akan dibagi menjadi berikut.

a. Kondis Perburuhan Masa Kolonial (Sebelum Tahun 1945).

Hubungan kerja di Indonesia sudah dimulai sgjak jamanpenjajahan di mana
sebagaian besar jenis pekerjaan dilakukan oleh budak atauhamba. M ereka merupakan
buruh pada jaman itu dan upah yang mereka terima berupa makanan, pakaian, dan
perumahan.Mgjikan memiliki kuasa penuh dan mutlak atas mereka, bahkan dapat
dikatakan berkuasa atas hidup dan mati mereka.Selain bentuk kerja-budak dan kerja-
hamba, dikenal pula pria kerja paksa atau yang disebut kerjarodi dalam bentuk kerja-
sanksi-pidana.®
b. Perburuhan sgak Kemerdekaan Sampai Orde Lama (1945-1966).

Pada awal kemerdekaan, pemerintahan Indonesiaingin membentuk sebuah negara
kesgahteraan (walfare dsate), di mana kesgahteraan rakyat merupakan tanggung
jawab dari pemerintah. hal ini nampak dari iss UUD 1945 dan juga Pancasila yang
dijadikan sebagai dasar negara. Pemerintah juga melakukan berbagai nasionalisas
terhadap perusahaaan peninggalan kolonial Belanda. Pada awal kemerdekaan,
pemerintah masih menggunakan peraturan yang ditinggalkan Belanda dan
peraturan industrial. Berbagal peraturan dikeluarkan pemerintah dalam rangka

mewujudkan negara kesgjahteraan dan berpihak pada kepentingan buruh. Selain itu,

#Muchtar Pahpahan dan Ruth Damiiati Pakpahan. 2010. Konflik Kepentingan Outsorching, Bumi
Inti Sgjahtera Perkasa, Jakarta
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pemerintah juga memberikan kebebasan pada buruh untuk membentuk serikat
buruh yang akhirnya berdampak pada kebijakan publik dan pergolakan politik negeri
ini, namun hasilnya masih belum maksimal untuk kesgjahteraan buruh pada masaiitu.
2.3.6 Hak-Hak Pekerja Dalam Mogok Kerja

Hak Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/lburuh dan serikat pekerja/serikat
buruh dilakukan secara sah, tertib, dan dama sebagai akibat gagalnya
perundinganSekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok
kerja dilaksanakan, pekerjalburuh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib
memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Berdasarkan Pasal 137 Undang-Undang
No0.13 Tahun 2003 Tentang K etenagakerjaan, mogok kerja sebagal hak dasar pekerja
atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan
dama sebagaigagalnya perundingan. Pada Pasal 138 Ayat 2 dinyatakan hak buruh
yang ingin melakukan mogok kerja, yang berbunyi “Pekerja atau buruh yang diajak
mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (1), dapat memenuhi
atau tidak memenuhi gjakan tersebut (maksudnya ajakan untuk mogok kerja). Secara
harfiah, hak dapat diartikan sebagar wewenang yang bisa dilakukan oleh
seseorang. *°

Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/lburuh yang tidak menjadi
anggota serikat pekerja/serikat buruh, maka pemberitahuannya ditandatangani oleh
perwakilan pekerjalburuh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung
jawab mogok kerja®® Dalam hal mogok kerja dilakukan pemberitahuannya kurang
dari 7 (tujuh) hari kerja, maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset
perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara:
1. melarang para pekerja/lburuh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses

produksi; atau

**Pasal 137 Undang-Undang No.13 Tahun 2003
*Lalu Husni, SH., M.H.. 2003. HukumKetenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Him 173
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2. bila dianggap perlu melarang pekerjalburuh yang mogok kerja berada di lokas
perusahaan.

3. Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerjalburuh dan  serikat
pekerjal/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara
sah, tertib, dan damai.

4. Sigpapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap
pekerja/lburuh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok
kerja secara sah, tertib, dan dama sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan, pengusaha
dilarang mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/lburuh lain dari
luar perusahaan; atau memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun
kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah
melakukan mogok kerja. Dalam ha pekerjalburun yang melakukan mogok kerja
secara sah dalam melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar
oleh pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah.*

2.4 Persdishan Hubungan Industrial
2.4.1 Pengertian Perselishan Hubungan Industrial

Pengertian hubungan industrial berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang
berbentuk antara para pelaku dalam proses produks barang dan/atau jasa yang terdiri
dari unsur pengusaha, pekerjalburuh dan pemerintah yang berdasarkan pada nilai-
nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Hubungan Industrial pada dasarnya merupakan suatu hubungan hukum yang
dilakukan antara pengusaha dan pekerja. Adakalanya hubungan itu mengalami suatu
perselisihan. Perselisihan itu dapat terjadi kepada siapapun yang sedang melakukan

*'Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 danKeputusan Mentri nomor 232 tahun 2003
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hubungan hukum. Perselisihan dibidang hubungan industrial yang selama ini dikenal
dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan, balk dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersam, maupun peraturan perundang-
undangan.

Perselishan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan
hubungan kerja. Ha ini terjadi karena hubungan antara pekerja/lburuh dengan
pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk
mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja. Apabila salah satu pihak tidak
mengendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, sulit bagi para pihak
untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis, oleh karena itu perlu dicari
jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk
penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-
Undang No.2 Tahun 2004 akan dapat menyelesaikan kasus-kasus pemutusan
hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak.

Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh pihak-pihak
yang berselisih sehingga dapat diperoleh hal-hal yang menguntungkan kedua belah
pihak. Seperti penyelesaian Bipartit dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat
oleh para pihak tanpa dicampuri oleh pihak manapun. Sebagal upaya untuk
memberikan pelayanan masyarakat khususnya kepada pekerja/buruh dan pengusaha,
pemerintah wajib memfasilitas penyelesaian perselishan hubungan industrial
tersebut. Upaya fasilitas dilakukan dengan menyediakan tenaga mediator yang
bertugas untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih.
Dengan adanya era demokratisasi di segala bidang, perlu diakomodasi keterlibatan
masyarakat dalam menyelesaikan hubungan industrial melalui konsiliasi atau
arbitrase.

2.4.2 JenisPersdishan Hubungan Industrial

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang No.2 Tahun 2004, jenis
perselisihan industrial meliputi:
a. Perselisihan hak
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Perselisihan kepentingan
Perselisihan pemutusan hubungan kerja
Perselisihan antar serikat pekerja/buruh hanya dalam satu perusahaan
Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa bentuk perselisihan hubungan

industrial ada empat, yaitu sebagai berikut.

1.

Perselishan hak adalah perselishan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak,
akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama.

Perselisihan kepentingan adalah perselisthan yang timbul dalam hubungan kerja
karenatidak adanya keseusaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan
syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja berama.

Perselishan pemutusan hubungan kerja adalah perselishan yang timbul karena
tidak adanya keseuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang
dilaakukan oleh salah satu pihak.

. Perselisihan antar serikat pekerja/lburuh adalah perselisihan antara serikat pekerja

dan serikat buruh lainnya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian
paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewagjiban keserikat
pekerjaan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, undang-undang ini mengatur

penyel esaian perselisihan hubungan industrial yang disebabkan oleh :

1

Perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai keadaan ketenagakerjaan yang
belum diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja
bersama atau peraturan perundang-undangan.

Kelaian atau ketidak patuhan salah satu pihak dalam melaksanakan ketentuan
normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian
kerja bersama, atau perundang-undangan

Pengakhiran hubungan kerja
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Perbedaan pendapat antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan
mengenal pel aksanaan hak dan kewajiban keserikat pekerjaan.

Dengan cakupan materi perselishan hubungan industria sebagaimana

dimaksud diatas, penjelasan umum UU No.2 Tahun 2004 menjabarkan lebih lanjut
bahwa perselisihan hubungan industrial pada pokoknya adalah sebagal berikut.

1.

Pengaturan pnyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi baik di
perusahaan swasta maupun perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Pihak yang berperkara adalah pekerjalburuh  secara perseorangan maupun
organisasi serikat pekerja / serikat buruh dengan organisasi atau organisasi
pengusaha. Pihak yang berperkara dapat juga terjadi antara serikat pekerja/serikat
buruh dengan serikat pekerja/buruh lain dalam suatu perusahaan.

Setiap perselishan hubungan industrial pada awahnya diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat oleh para pihak yang berselisih (bipartit)

Dalam hal perundingan oleh para pihak yang berselisih (bipartit) gagal, maka salah
satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Perselisihan kepentigan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja atau instansi
yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dapat diselesaikan melalui
konsilisas atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan perselisihan dalam
bidang arbitase atas kesepakatan kedua belah pihak serikat buruh. Apabila tidak
ada kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui
konsiliasi atau arbitase, maka sebelum digkuan ke Pengadilan Hubungan
Indsutrial  terlebih dahulu melalui mediasi. Ha ini untuk menghindari

menumpuknya perkara perselisihan hubungan industrial di pengadilan.
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3.1 Pengaturan tentang mogok kerja dalam undang-undang nomor 13 tahun
2003 dengan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentu tidak dapat dipisahkan dari lahirnya
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang K etenagakerjaan.Undang-Undang yang
sedianya mulai berlaku 14 Januari 2005 sempat tertunda setahun dan baru diresmikan
pada tanggal 14 Januari 2006. Sgjak UU No. 2 Tahun 2004 berlaku efektif, tidak
sedikit kritik dari kalangan buruh. Terutama metode penyelesaian melalui proses
peradilan umum yang memaksa buruh tarung dengan pemilik modal. Proses yang
cukup panjang dan mahal yang menutup ruang bagi buruh untuk mendapatkan
keadilan. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan undang-undang No. 2 Tahun 2004
sebagal buah kompromi politik di parlemen sudah pasti sarat juga dengan
kepentingan politik. misalnya pengertian perselisihan hubungan industrial yang
dirumuskan baik di dadam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 maupun undang-
undang No. 2 Tahun 2004 dimana perselisihan hubungan industrial diartikan sebagai
perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau
gabungan pengusaha dengan pekerja/lburuh atau serikat pekerja/serikat buruh karena
adanya persedlisshan mengenal hak, perselishan kepentingan, dan perselisihan
pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya
dalam satu perusahaan. Ada poin penting yang luput dari perhatian kita selama ini
yaitu masuknya “perselisinan hak” dalam ruang lingkup perselisihan hubungan
industrial.Dalam pandangan penulis hal ini sengaja diciptakan sebaga restu bagi
pengusaha untuk melanggar hak buruhnya. Menurut undang-undang No. 2 Tahun
2004 yang dimaksud dengan perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena
tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja peraturan perusahaan, atau
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perjanjian kerja bersama. Dalam konteks inilah Negara telah menghilangkan
supermas dan penegakan hukum.Tak ubahnya hukum hanya sebatas barang yang
diperselisihan.*?

Dalan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan berbagai peraturan
perundang-undangan lainnya sudah mengatur dengan jelas dan tegas mengenai hak
normatif bagi buruh, seperti upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja,
lembur, istrahat dan cuti, kebebasan berserikat, mogok kerja, tunjangan hari raya dan
lain sebagainya. Namun Mekanisme “PERSELISIHAN telah menyandera seluruh
hak yang sangat hakiki. Salah satu contoh misalnya, Pasal 28D ayat 2 UUD 1945
mengatur bahwa setigp orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 185 Undang-undang No.
13 Tahun 2003 memberi penegasan bahwa membayar upah lebih rendah dari
ketentuan pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 90 Undang-undang No. 13 Tahun
2003 adalah merupakan tindak pidana kejahatan dan dikenakan sanksi pidana penjara
paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah). Meskipun demikian, pengusaha tidak habis akal untuk menghindari
hukum dengan cara meligitimasi mekanisme perselisihan yang sudah disediakan oleh
Negara.

Sedangkan menurut undang-undang No. 2 Tahun 2004 yang dimaksud dengan
perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karenatidak dipenuhinya hak, akibat
adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
bersama. Dari defenis tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang tidak lagi
memberikan kepastian bagi kaum buruh karena apa yang diatur oleh undang-undang

42www.wordspress-mogokkeria.com Diakses 20 Mei 2015
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dapat diperselishkan. Tak ada lagi supermasi hukum.Tak ada lagi kehormatan
hukum.Tak ubah hukum hanya barang yang dapat dipersengketakan.*®

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 sebagai buah kompromi politik di
parlemen sudah pasti juga sarat dengan kepentingan politik. Lihat sgja misanya
ruang lingkup perselisihan yang terdiri perselisihan hak, perselisihan kepentingan,
dan persdlishan pemutusan hubungan kerja serta perselisshan antar serikat
pekerjal/serikat buruh.Y ang menjadikan persoalan ketenagakerjaan semakin kompleks
karena sgatinya kedua undang-undang inilah sangat bertentangan yang
menginginkan hal itu terjadi. Secara garis besar, mekanisme penyelesaian
perselishan hubungan industrial dititikberatkan pada musyawarah untuk mufakat.
Jika musyawarah tidak mengahasilkan kesepakatan penyelesaian maka pengusaha
dan buruh atau serikat buruh harus menyelesaikan perselishannya melalui prosedur
penyelesaian perselishan hubungan industrial yang diatur dengan undang-
undang.Tentu prosedur yang diatur Undang-undang yang dimaksud di sini adalah
prosedur yang diatur dalam undang-undang No. 2 Tahun 2004, yaitu penyelesaian
meliputi perundingan bipartit, penyelesasian melaui mediasi/arbitrase/konsilisasi,
penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan kasasi.**

Dalam proses penyelesaian perselisthan hubungan industrial, musyawarah
seringkali disisati sebagai metode kompromi paling jitu untuk melakukan
pelanggaran hukum secara berjamaah. Contoh, ketika pengusaha membayar upah
buruhnya di bawah ketentuan, hal tersebut jelas merupakan tindakan pelanggaran
hukum dan merupakan tindak pidana. Ketika persoalan ini dimusyawarahkan oleh
pengusaha dan buruh atau serikat buruh dalam perundingan bipartit, proses tawar
menawar tidak terelakan.Dalam hal ini buruh tidak mungkin meminta upah lebih dari
ketentuan.Sebaliknya, pengusaha memaksa buruhnya supaya bersedia upahnya
dibayar sedikit lebih rendah dari ketentuan.

Bhttp://www.hukumtenagakerja.com/tag/perselisihan/ Diakses 20 Mei 2015
44Undang-undang PPHI no 2 tahun 2004.
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Dari tawar-menawar tersebut ada dua kemungkinan yang akan terjadi.
Pertama, buruh menerima permintaan pengusaha. Inilah bukti telah terjadinya
kompromi untuk melanggar hukum secara bersama-sama.Tentu tidak begitu sga
buruh mengamini dengan ikhlas kehendak pengusaha, tetapi posisi buruh yang sangat
rentan ancaman dan tindakan balasan bila tidak menuruti kehendak pengusaha.K edua,
buruh menolak kompromi dengan pengusaha dan tetap ingin menegakkan hukum.
Konsekuensinya adalah, pengusaha akan mencari cara untuk mem-PHK buruh yang
bersangkutan. Atau perundingan dinyatakan gagal dan ditempuh penyelesaiannya ke
tingkat lebih lanjut®. Dalam kondis ini, buruh sudah mulai masuk jurang
kekelaman.Diputus hubungan kerjanya karena menuntut haknya yang sudah diatur
oleh undang-undang. Segera sga penganguuran akan terjadi. Segera sgja babak
kemiskinan mulai terjadi.Namun lagi-lagi, tindakan PHK sepihak yang dilakukan
oleh pengusaha bukanlah sesuatu yang haram di mata NegaraMekanisme
“Perselisinan Pemutusan Hubungan Kerja” telah melegalkan tindakan pengusaha
tersebut.

Permasalahan lainnya adalah apakah pekerja/lburuh masih tepat melakukan
mook kerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan kerja sementara perselisihan
tersebut sudah diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselishan Hubungan Industrial. Menurut UU ini
perselisihan hubungan industrial wajib menempuh penyelesaian secara musyawarah
melalui perundingan bipartit, dan apabila perundingan tersebut gagal maka proses
selanjutnya ditempuh melalui mediasi, konsilias atau arbitrase dan akhirnya bisa
sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial bahkan Mahkamah Agung. Mogok kerja
tidak perlu dilakukan apabila perselisihan tersebut telah diproses sesuai dengan
mekanisme yang ditentukan dalam UU, karena apabila pekerjalburun melakukan
mogok kerja pada saat yang bersamaan dengan menempuh mekanisme penyelesaian

maka secara tidak langsung akan menggangu proses pemeriksaan terutama apabila

*http://irmangenotip.blogspot.com/2015/05/undang-undang-pphi-jurang-kelam-bagi-kaum-
buruh.html
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perselisihan dimaksud sudah di Pengadilan Hubungan Industrial. Kalau mogok kerja
masih diperbolehkan maka untuk apa harus menempuh mekanisme penyelesaian
sampai ke Pengadilan.

Syarat-syarat dalam melakukan mogok kerja, syarat tersebut sangat sederhana
sekali sehingga sangat dimungkinkan pemogokan sering terjadi. Pemogokan tidak
mensyaratkan jumlah pekerja/buruh yang melakukan mogok, dua orang atau lebih
pekerja/lburuh dapat melakukan mogok kerja, demikian juga tidak membedakan
perselishan apa sga yang dapat dijadikan sebagai dasar melakukan mogok.
Sebaiknya ke depan kita harus mengatur lebih baik ketentuan tentang mogok kerja
ini, misalnya seperti di Amerika Serikat, mogok kerja baru dianggap sah jika mogok
kerja tersebut didukung oleh sebagian besar anggota serikat pekerja/serikat buruh
melalui mekanisme pemungutan suara (strike ballot). Di Jerman terdapat ketentuan
bahwa mogok kerja dianggap sah jika pemogokan tersebut bertujuan untuk
meningkatkan perbaikan upah atau syarat-syarat kerja dalam proses pembuatan atau
pembaharuan perjanjian kerja bersama (PKB). Demikian juga dengan tenggang
waktu pelaksanaan mogok kerja perlu diatur dengan baik termasuk jenis perselisihan
hubungan industrial yang dapat dijadikan alasan melakukan pemogokan. Ketentuan
ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan perekonomian melaui penanaman
investasi.

Menurut pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia No. Kep.232/MEN/2003, mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah
dikualifikasikan sebagai mangkir. Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku
mogok kerja dilakukan oleh pengusaha 2 (dua) kali berturut-turut dalam tenggang
waktu 7 (tujuh) hari daam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis, dan
pekerja/lburuh yang tidak memenuhi panggilan itu dianggap mengundurkan diri.
Kemudian dalam pasal 7 disebutkan, mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah
pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis
dan kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia, yang dilakukan oleh
pekerja/lburuh yang sedang bertugas dikualifikasikan sebaga mangkir dan apabila
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mogok tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan dengan
pekerjaannya dikualifikasikan sebagai kesalahan berat.*®

Undang-Undang No.2 Tahun 2004 harusnya ditiadakan supaya bisa
menghadirkan kembali peran negara dalam memproteksi dan melakukan intervensi
agar akses keadilan pada pekerja/buruh dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang lebih berkeadilan
dan menjamin HAM dari pekerja/buruh.*’ Jadi berdasarkan dari penjelasan diatas
bahwa Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bertentangan
dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial, dan juga Undang-Undang No.2 Tahun 2004 juga bertentangan
dengan norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang pembentukan peraturan

perundang-undangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3.2 Tindak Lanjut Yang Dilakukan Oleh Pekerja/Buruh Apabila Tindakan
Mogok Kerja Tidak Mendapatkan Jawaban Dari Pengusaha

Menurut Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setigp orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan
perlakuan yang sama di depan hukum. Pekerja atau buruh adalah orang yang
melakukan pekerjaan, sehingga pekerja atau buruh juga berhak mendapatkan jaminan
hukum. Perlindungan hukum terhadap pekerjalburuh berupa adanya peraturan
perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang dibuat oleh pemerintah. Salah
satu isi dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah tentang hak dari
pekerja/buruh untuk memperoleh perlindungan mogok kerja sebagai hak dasar
pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh yangdilakukan secara

“*Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigasi tahun 2003
*www.suaraburuh-mogokkerja.com
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sah, tertib, dan dama sebagai gagalnya perundingan, yaitu dalam Pasal 137
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang K etenagakerjaan.®

Di ddam suatu hubungan industrial sering terjadi persedishan antara
pekerjalburuh  dengan pengusaha. Macam-macam perselishan  hubungan
industriadl di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian

Perselishan Hubungan Industrial diantaranya adal ah sebagai berikut.

1. Perselisihan Hak yaitu perselisihan yang timbul karenatidak dipenuhinya hak,
akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerjabersama.

2. Persdlisihan Kepentingan yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja
karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai perbuatan dan/atau
perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau
peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama

3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu perselisihan yang timbul karena
tidak adanya kesesuaian pendapat mengena pengakhiran hubungan kerjayang
dilakukan oleh salah satu pihak.

4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara
serikatpekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya
dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai
keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewgjiban keserikat pekerjaan.

Perselishan sering terjadi antara pekerja/buruh dengan pengusaha
menyangkut permasalahan mogok kerja. Perselishan mogok kerja termasuk
dalam kategori perselishan hak karena mogok kerja bisa disebabkan karena buruh
merasa hak dan tuntutannya tidak dipenuhi oleh perusahaan, misalnya tunjangan
hari raya yang tidak diberikan atau pemberian ggji yang melampaui tanggal yang
telah ditetapkan. Dan biasanya para buruh melakukan mogok kerja karena

“8Dr. Abdul Rachman Budiono. 2009. Hukum Perburuhan Jakarta Indeks. Hal 212
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pengusaha tidak memenuhi ketentuan yang bersifat normatif.?  Tindakan mogok
kerja terjadi sebagai bentuk protes keras dari para buruh atas situasi kerja dan
permasalahan hubungan kerja dengan pihak pengusaha, yang bukan secara
perorangan, tetapi dilakukan secara kolektif. Aksi mogok kerja biasanya terjadi
pada saat hari buruh yang berlangsung padatangga 1 Mel.

Upaya vyang dapat dilakukan pekerja/lburun untuk menyelesaikan
perselishan hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004.
Tinjauan  Yuridis Terhadap Hak Mogok Kerja Daam Penyelesaian
Ketenagakerjaan. tentang penyelesaian perselisshan hubungan industrial yang
dapat dilakukan dengan cara-caraberikut ini.

1. Penyelesaian Melaui Bipartit (Negosias)

Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerjalburuh atau serikat
pekerja/serikat  buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial, sebagamana tertuang dalam Pasa 1 angka 10
UndangUndang Penyelesaian Persdishan Hubungan Industrial. Dalam Pasal 3
Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian
Perselisthan Hubungan Industrial, mengharuskan setiap perselishan hubungan
industrial yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit
secara musyawarah untuk mufakat. Hal ini bertujuan agar pekerja/buruh dan
pengusaha yang berselisih berunding bersama tanpa ikut campur pihak lain,
sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu,
musyawarah dapat menekan biaya serta menghemat waktu.”

Tata cara penyelesaian secara bipartit (negosias) dalam Undang-Undang
Penyel esaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang
pada intinya mengatur tentang hal-hal yang perlu diperhatikan,yaitu sebagai berikut :*°
1. Keduabelah pihak menginventarisas dan mengidentifikasi masalah.

2. Kedua belah pihak dapat menyusun dan menyetujui tatatertib secara tertulis
dan jadwa perundingan yang disepakati.
3. Dalam tata tertib para pihak dapat menyepakati bahwa selama perundinga
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dilakukan, kedua belah pihak tetap melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya.

4, Para pihak melakukan perundingan sesual tata tertib dan jadwal
yangdisepakati.

5. Daam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan, maka para
pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan persdisihannya kepada instansi
yang bertanggung jawab di  bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota
tempat pekerja/buruh bekerja walaupun belum mencapai 30 hari kerja.

6. Setelah mencapai 30 (tiga puluh) hari kerja, perundingan bipartit tetap dapat
dilanjutkan sepanjang disepakati oleh para pihak.

7. Setigp tahapan perundingan harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para
pihak, dan apabila salah satu pihak tidak bersedia menandatangani, maka hal
ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah dimaksud.

8. Hasil perundingan dibuat dalam bentuk risalah akhir yang sekurang-
kurangnya memuat :

a. Namalengkap dan alamat para pihak;

b. Tanggal dan tempat perundingan;

c. Pokok masalah atau objek yang diperselisihkan;

d. Pendapat para pihak;

e. Kesimpulan atau hasil perundingan

f. Tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan.

9. Rancangan risalah akhir dibuat oleh pengusaha dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak atau salah satu pihak bilamana pihak lainnya tidak bersedia
menandatanganinya.

Jka musyawarah yang dilakukan mencapa kesepakatan penyelesaian,
dibuat Perjanjian Bersama yang di tandatangani oleh para pihak maka Perjanjian
Bersama tersebut bersifat mengikat dan menjadi hukum sertawajib dilaksanakan oleh
para pihak. Perjanjian Bersama tersebut wajib di daftarkan oleh para pihak yang
melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di
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wilayah para pihak melakukan Perjanjian Bersama.*®
2. Penyelesaian Mealui Mediasi

Penyelesaian melalui mediasi ini dilakukan seorang penengah yang
disebut mediator. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak
ketiga yang dapat di terima, tidak berpihak dan netral serta mambantu para pihak
yang berselish mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap perselishan yang di
sengketakan.®® Dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No.2 Tahun 2004
Tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial menerangkan bahwa
Mediass Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adaah
penyelesaian perselishan hak, perselishan kepentingan, perselishan pemutusan
hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu
perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator
yang netral.

Pengertian mediator menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial dalam Pasal 1 ayat (12) yaitu:
Mediator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediator adalah pegawai
instans pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang
memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk
bertugas melakukan mediass dan mempunya kewagjiban memberikan anjuran
tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak,
perselisthan kepentingan, perselishan pemutusan hubungan kerja, dan
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Penyelesaian perselishan  hubungan industrial secara mediasi berdasar
Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan
Industrial dilakukan dengan cara sebagai berikut.

a. Daam waktu paling lambat 7 hari setelah menerima pelimpahan

penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian

* |bid Hal 60
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tentang duduknya perkara dan segera mengadakan mediasi.

b. Mediator dapat memanggil saks atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang
medias guna dimintadan di dengar keterangannya.

c. Jika dalam penyelesaian memalui medias mencapai kesepakatan, harus dibuat
Perjanjian Bersama yang di tandatangani oleh para pihak dan di saksikan oleh
mediator serta di  daftarkan di  Pengadilan Hubungan Industria pada
Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak- pihak mengadakan Perjanjian
Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

d. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian melaui medias,
maka:

Mediator megel uarkan anjuran tertulis.

Anjuran tertulis tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sgjak sidang
medias pertama harus disampaikan kepada para pihak. Para pihak dalam waktu
10 (sepuluh) hari sgak menerima anjuran tersebut sudah harus memberikan
jawaban kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjurang yang
dibuat mediator. Jika para pihak tidak memberikan pendapatnya,
merekadianggap menolak anjuran tertulis. Jika anjuran tertulis disetujui, dalam
waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sgjak anjuran tertulis disetujui, mediator
harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama
untuk kemudian di daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk
mendapatkan akta bukti pendaftaran.

e. Jika anjuran tertulis yang di buat oleh mediator di tolak oleh salah satu pihak atau
para pihak, salah satu pihak atau para pihak dapat melanjutkan
penyelesaian perselisthan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrid
pada Pengadilan Negeri setempat.
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f. Mediator harus menyelesaikan tugasnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sgiak menerima pelimpahan penyelesaian perselishan hubungan
industrial >

Prosedur diatas dapat di tempuh oleh pekerja/lburun dalam melakukan
upaya hukum apabila terjadi perselisihan hak dalam hubungan industrial yang
terkait dengan tindakan mogok kerja. Dari hasil tinjauan yuridis yang dilakukan
peneliti tentang hak mogok kerja bagi buruh/pekerja yang mogok kerja berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal
137, ternyata banyak terjadi masalah atau hambatan yang dialami pekerja/buruh
untuk melakukan aks mogok kerja. Hal ini dikarenakan aksi mogok kerja di
Indonesia masih dianggap sebagai suatu ha yang tidak wajar dilakukan, mengganggu
ketertiban umum, dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila
terjadi mogok kerja, maka akan terjadi kemacetan arus lalu lintas di sekitar tempat
demo dan secara otomatis hal ini akan menggu penggunajalan.

Tindakan mogok kerja juga dapat merugikan pengusaha atau majikan
karena para karyawan tidak melaksanakan pekerjaan selama kegiatan mogok kerja
berlangsung. Pada saat orde baru berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden
Soeharto juga melarang adanya mogok kerja yang dituangkan dalam Hukum
Industrial Pancasila (HIP). Dalam HIP, setiap perbedaan pendapat antara buruh dan
pengusaha harus diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapa mufakat
yang dilakukan secara kekeluargaan. Karena itu penggunaan tindakan penekanan
dan aksi-aks sepihak, seperti mogok kerja, penutupan perusahaan, dan lain-lain tidak
sesuai dengan prinsip HIP

Yang menyebabkan kendala pekerjalburuh dalam melakukan upaya
mendapatkan hak-haknya untuk melakukan mogok kerja adalah perseps dan
kurangnya pengetahuan dari pengusaha, pemerintah, dan masyarakat umum yang
menganggap mogok kerja sebagai sesuatu hal yang tidak layak dan pantas untuk
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dilakukan karena dasan-adlasan yang telah disebutkan di atas. Bahkan tidak jarang
terjadi bentrok antara aparat kepolisan dengan pekerja/lburuh yang mogok kerja
tuntutan mereka tidak dapat dipenuhi pengusaha, sehingga hal ini mengakibatkan
tindakan yang anarkis dari pekerja/buruh.

Untuk mengatas hambatan agar tidak terjadi tindak kekerasan ddam
mogok kerja dan agar mogok kerja dapat berlangsung secara aman, tertib, dan tidak
mengganggu kepentingan umum, maka diperlukan sosidisas dari Menteri
Ketenagakerjaan tentang hak mogok bagi pekerja/lburuh yang mogok kerja
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang
dituangkan dalam Pasal 137. Bagi pekerja/buruh yang mogok kerja juga harus
melakukan mogok kerja sesuai dengan aturan yang berlaku sebelum dan selama
mogok kerja ini dilakukan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 138 Ayat 1 yang
berbunyi “Pekerja atau buruh atau serikatpekerja atau serikat buruh yang bermaksud
menggak pekerja atau buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja
berlangsung dilakukan dengan tidak melanggar hukum”.Peran serta dari pemerintah
sebagal pemegangkekuasaan untuk melindungi pekerja/buruh yang mogok kerja juga
sangat diperlukan untuk mewujudkan hak pekerja/buruh yang mogok kerjatersebut.
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BAB 4
PENUTUP

4.1 Kessimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial (UU PPHI) sangat bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003, karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini telah
menimbulkan ketidakadilan bagi buruh. Selain itu, keberadaan PHI yang
menerapkan hukum acara perdata dengan model penyelesaian sengketa
berdasarkan gugatan contentiosa tanpa melibatkan unsur pemerintah
mengakibatkan buruh kehilangan hak-haknya dan kehilangan perlindungan dari
Negara. Selain itu adanya asas hukum, barang siapa yang mengendalikan maka
dia harus membuktikan, sebagaimana ketentuan Pasal 1856 ketentuan Kitab
Undang-Undang hukum perdata, sangat memberatkan buruh. Kenyataanya
pengusaha yang mempunyai bukti-bukti dengan tidak diberikannya salinan
perjanjian kerja, dip pembayaran upah, kartu tanda karyawan, bahkan surat
pemutusan hubungan kerja. Dan disis lain keterbatasan buruh/pekerja untuk
memahami hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum
dan tidak adanya biaya untu menyewa jasa pengacara, ha ini yang dianggap
kondisi yang tidak adil jika dibandingkan dengan pengusaha yang mempunyai
sumber daya dan sumber dana untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial
(PHI).

Kegiatan mogok kerja sesuatu hal yang mendapat perlindungan hukum kegiatan
ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah
ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sesual dengan pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, akan
tetapi disni jelas bahwa apa yang disebut dengan mogok kerja haruslah sesual
dengan 3 unsur yang telah diuraikan diatas, dan apabila tindakan pekerja/buruh
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tidak mendapat jawaban dari pengusaha karena buruh/pekerja tidak menaati
peraturan-peraturan yang sudah jelas diatur dalam pasal 138 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003.

4.2 Saran

1. Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menghilangkan
jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas hubungan kerjanya, karena
ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Penyelesaian Perselishan Hubungan
Industrial merubah ggatan volountair (permohonan) menjadi gugatan akibatnya
kewgjiban pengusaha menjadi hilang padahal pengusahalah yang berinisiatif
untuk mengajukan PHK, sudah seharusnya jika Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditinjau ulang.

2. Hendaknya bagi pekerja/buruh yang akan melakukan mogok kerja harus mentaati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 138 ayat (1) yang sudah ditetapkan,
sehingga tuntutan dari pekerjalburuh akan mendapat tanggapan dari
Pengusahal/perusahaan.
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